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Abstract 

 

Although the level of poverty in Indonesia, especially in Semarang Regency has decreased 

significantly, there are two tendencies to be a concern. Since 2014 village budgets have been 

granted to villages with significant increases to finance rural development. However, it has 

not shown any real results. This study aims to analyze the aspects that affect the level of 

village poverty in Semarang Regency. The aspect is basic infrastructure consisting of market 

access, health access and educational access, population, village original revenue, transfer 

revenue (village fund, village fund allocation and tax revenue and local retribution share) 

and allocation of village expenditure consisting of village development expenditure, 

community development expenditure and community empowerment expenditure. The result 

of the study shows that the aspects researched are significantly influence the level of village 

poverty in Semarang Regency. Aspects that affect the level of poverty indicated by the Wald 

test results are health access, population, Village Original Revenue, allocation of 

development expenditure, allocation of community empowerment expenditure. Quadrant 

analysis result shows the comparison between Poverty Percentage to the amount of transfer 

revenue. The results are fairly even in the four quadrants. In Quadrant II there are 58 

villages, with poverty percentage > 40 percent and low transfer income. In Quadrant III 

which means that the poverty level is low then the value of transfer income is also low with 

the number of villages is 57. The number of villages in quadrant I is 20 villages with high 

poverty and low transfer income. The villages in quadrant IV are 17 villages. The villages in 

quadrant IV are villages with high transfer revenue and also high poverty rates. The 

conclusion of this research is poverty indicator is no longer focused on economy but also 

concerning structural, institutional, health and government policy aspects. Development 

planning needs to be done better so that the village budget can be used as much as possible 

for the welfare and independence of the community. It is important to the villages to allocate 

more funds to the populist economic development sector.  
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1. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah berimplikasi 

pada pergeseran sistem pemerintahan 

dari sistem sentralisasi ke sistem de-

sentralisasi. Ini memberikan implikasi 

terhadap perubahan sistem manajemen 

pembangunan daerah. Dalam kerang-

ka otonomi desa, segala bentuk urusan 

pemerintahan desa menjadi kewena-

ngan desa, termasuk dalam hal pe-

ngelolaaan keuangan desa (Prasetyo & 

Masdjojo, 2015). Berdasarkan hal 

tersebut, desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus ma-

syarakat setempat sesuai kondisi sosial 

dan budaya termasuk dalam penga-

turan keuangan. Keuangan desa me-

miliki peranan penting dalam mem-

biayai pelaksanaan tugas pemerin-

tahan desa, baik untuk belanja ope-

rasional pemerintahan desa maupun 

dalam rangka pemberdayaan masyara-

kat desa dan pembangunan desa 

(Pratiwi, 2015).  
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Pada tahun 2013, persentase 

tingkat kemiskinan Kabupaten Sema-

rang jika dibandingkan dengan Kabu-

paten/Kota sekitar sebesar 8,51 persen 

dan menduduki peringkat 4 se-Pro-

vinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014 

terjadi penurunan persentase kemis-

kinan menjadi 8,05 persen, meskipun 

peringkatnya menurun menjadi pe-

ringkat 5. Persentase tingkat kemiski-

nan di Kabupaten Semarang masih di 

bawah Povinsi Jawa Tengah yaitu 

13,53 persen (Bappeda Kab. Sema-

rang, 2016). 

Anggaran pendapatan belanja 

desa dan dana desa berpengaruh ter-

hadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan 

kemiskinan dan anggaran pendapatan 

belanja desa dan dana desa sangat be-

sar karena anggaran pendapatan belan-

ja desa mampu menurunkan kemiski-

nan dalam memberdayakan masyara-

kat desa. Keterbatasan akses pelaya-

nan kesehatan, pendidikan, perumahan 

dan permukiman, infrastruktur, per-

modalan/kredit dan informasi bagi 

masyarakat miskin, merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan upaya 

pengentasan kemiskinan menjadi ku-

rang optimal (Royat, 2009). 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh Infra-

struktur terhadap tingkat kemiskinan, 

untuk menganalisis pengaruh ang-

garan pendapatan dan belanja desa 

terhadap tingkat kemiskinan, untuk 

menganalisis pengaruh dana desa 

terhadap tingkat kemiskinan 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HI-

POTESIS 

Desa 

Desa adalah suatu wilayah yang 

memiliki batas-batas tertentu yang di-

tempati oleh sejumlah orang yang di-

sebut masyarakat yang memiliki satu 

kesatuan dan adat istiadat yang hidup 

saling mengenal dan bergotong-ro-

yong. Desa merupakan unit peme-

rintahan yang berada pada level paling 

bawah, di mana desa merupakan unit 

pemerintahan yang bersentuhan dan 

berhubungan langsung dengan ma-

syarakat dan bertugas untuk menja-

lankan pemerintahan desa. Masyarakat 

desa sebagian besar mencari nafkah 

dengan bekerja sebagai petani atau ne-

layan untuk memenuhi kebutuhan hi-

dupnya.  

Desa adalah suatu kesatuan ma-

syarakat berdasarkan adat dan hukum 

adat yang menetap dalam suatu wi-

layah yang tertentu batas-batasnya; 

memiliki ikatan lahir dan batin yang 

sangat kuat, baik karena seketurunan 

maupun karena sama-sama memiliki 

kepentingan politik, ekonomi, hokum 

dan keamanan; memiliki susunan pe-

ngurus yang dipilih bersama; memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dan 

berhak menyelenggarakan urusan ru-

mah tangga sendiri (Nurcholis, 2011). 

Kemiskinan 

Menurut Chambers (1987) ke-

miskinan berkaitan dengan masalah 

deprivasi sosial, akses ke sumberdaya 

seperti air, tempat tinggal, layanan 

kesehatan dan sanitasi, pendidikan ser-

ta transportasi.  

Akar masalah kemiskinan ada-

lah ketergantungan, isolasi, ketidak-

berdayaan (vulnerability) dan rendah-

nya harapan hidup. Oleh karena itu 

kemiskinan mempunyai banyak sisi: 

ekonomi, sosial dan politik (Harriss-

White, 2005). Secara ekonomi pen-

duduk miskin tidak memiliki apa-apa 

(having nothing), secara sosial mereka 

tidak menjadi siapa-siapa (being no-

thing), dan secara politik mereka tidak 

memperoleh hak kecuali korban pem-

bangunan (having no rights and being 

wrong).  

Kemiskinan adalah suatu kon-

disi ketidakmampuan secara ekonomi 

untuk memenuhi standar hidup rata-

rata masyarakat di suatu daerah. Kon-

disi ketidakmampuan ini ditandai de-

ngan rendahnya kemampuan pendapa-

tan untuk memenuhi kebutuhan pokok 
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baik berupa pangan, sandang, maupun 

papan. Kemampuan pendapatan yang 

rendah ini juga akan berdampak ber-

kurangnya kemampuan untuk me-

menuhi standar hidup rata-rata seperti 

standar kesehatan masyarakat dan 

standar pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang 

No. 24 Tahun 2004, kemiskinan ada-

lah kondisi sosial ekonomi seseorang 

atau sekelompok orang yang tidak ter-

penuhinya hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembang-

kan kehidupan yang bermartabat. Ke-

butuhan dasar yang menjadi hak sese-

orang atau sekelompok orang meliputi 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidi-

kan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumber daya alam, lingku-

ngan hidup, rasa aman dari perlakuan 

atau ancaman tindak kekerasan, dan 

hak untuk berpartisipasi dalam penye-

lenggaraan kehidupan sosial dan po-

litik. Laporan Bidang Kesejahteraan 

Rakyat yang dikeluarkan oleh Kemen-

terian Bidang Kesejahteraan (Kesra) 

tahun 2004 menerangkan pula bahwa 

kondisi yang disebut miskin ini juga 

berlaku pada mereka yang bekerja 

akan tetapi pendapatannya tidak men-

cukupi untuk memenuhi kebutuhan 

pokok/dasar. 

Ukuran kemiskinan menurut 

Nurkse secara sederhana dan yang 

umum digunakan dapat dibedakan 

menjadi tiga. (Kuncoro, 2004), yaitu:  

1) Kemiskinan Absolut  

Apabila hasil pendapatannya be-

rada di bawah garis kemiskinan 

dan tidak cukup untuk menen-

tukan kebutuhan dasar hidupnya. 

Kesulitan utama dalam konsep 

kemiskinan absolut adalah me-

nentukan komposisi dan tingkat 

kebutuhan minimum karena ke-

dua hal tersebut tidak hanya di-

pengaruhi oleh adat kebiasaan sa-

ja, juga tingkat kemajuan negara, 

dan faktor ekonomi lainnya.  

 

2) Kemiskinan Relatif  

Seseorang termasuk golongan 

miskin relatif apabila telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hi-

dupnya, tetapi masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan kea-

daan masyarakat sekitarnya. Oleh 

karena itu, kemiskinan dapat dari 

aspek ketimpangan sosial yang 

berarti semakin besar ketimpang-

an antara tingkat penghidupan go-

longan atas dan golongan bawah, 

maka akan semakin besar pula 

jumlah penduduk yang dapat di-

kategorikan selalu miskin. 

3) Kemiskinan Kultural  

Seseorang termasuk golongan 

miskin kultural apabila sikap o-

rang atau sekelompok masyarakat 

tersebut tidak mau berusaha mem-

perbaiki tingkat kehidupannya se-

kalipun ada usaha dari pihak lain 

yang membantunya atau dengan 

kata lain seseorang tersebut mis-

kin karena sikapnya sendiri yaitu 

pemalas dan tidak mau memper-

baiki kondisinya. 

Menurut Samuelson & Nor-

dhaus (1997), penyebab dan terjadinya 

penduduk miskin di negara yang ber-

penghasilan rendah adalah karena dua 

hal pokok, yaitu rendahnya tingkat 

kesehatan dan gizi, dan lambatnya 

perbaikan mutu pendidikan. Oleh ka-

rena itu, upaya yang harus dilakukan 

pemerintah adalah melakukan pembe-

rantasan penyakit, perbaikan keseha-

tan dan gizi, perbaikan mutu pendidi-

kan, pemberantasan buta huruf, dan 

peningkatan keterampilan penduduk-

nya. Kelima hal itu adalah upaya un-

tuk memperbaiki kualitas sumber daya 

manusia. 

Menurut (Todaro & Smith, 

2006) kemiskinan yang terjadi di ne-

gara-negara berkembang akibat dari 

interaksi antara enam karakteristik be-

rikut: 

1) Tingkat pendapatan nasional ne-

gara berkembang terbilang ren-



JIEP-Vol. 18, No 2 November 2018 
 ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851 

163 

 

dah, dan laju potensi desanya ter-

golong lambat.  

2) Pendapatan perkapita negara-ne-

gara berkembang juga masih ren-

dah dan pertumbuhannya sangat 

lambat, bahkan ada beberapa yang 

mengalami stagnasi.  

3) Distribusi pendapatan sangat tim-

pang atau sangat tidak merata.  

4) Mayoritas penduduk di negara 

berkembang hidup di bawah te-

kanan kemiskinan absolut.  

5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan 

buruk dan sangat terbatas, ke-

kurangan gizi dan banyaknya wa-

bah penyakit sehingga tingkat 

kematian bayi di negara-negara 

berkembang sepuluh kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang 

ada di negara maju.  

6) Fasilitas pendidikan di kebanya-

kan negara-negara berkembang 

maupun isi kurikulumnya relatif 

masih kurang relevan maupun ku-

rang memadai.  

Anggaran Pendapatan Desa (APB-

des) 

Anggaran Pendapatan Desa dia-

tur langsung dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

merupakan instrumen baru yang dike-

luarkan oleh pemerintah pada awal ta-

hun 2014 yang diikuti dengan Pera-

turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang 

Desa dan Peraturan Pemerintah No-

mor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Desa yang bersumber dari APBN. Me-

nurut Undang-undang Nomor 32 Ta-

hun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan 

sumber-sumber pendapatan desa meli-

puti: 

1) Pendapatan asli desa, terdiri dari 

hasil usaha desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya dan partisipa-

si, hasil gotong-royong, dan lain-

lain 

2) Pendapatan asli desa yang sah 

dari bagi hasil pajak daerah Kabu-

paten/Kota paling sedikit 10 per-

sen (sepuluh per seratus) untuk 

desa dan dari retribusi Kabupa-

ten/Kota sebagian diperuntukkan 

bagi desa. 

3) Bagian dari dana perimbangan ke-

uangan pusat dan daerah yang di-

terima oleh Kabupaten/Kota un-

tuk desa paling sedikit 10 persen 

(sepuluh per seratus), yang pem-

bagiannya untuk setiap Desa se-

cara proporsional yang merupa-

kan alokasi dana desa. 

4) Bantuan keuangan dari Peme-

rintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota da-

lam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan. 

5) Hibah dari sumbangan dari pihak 

ketiga yang tidak mengikat. 

Pendapatan Asli Desa (PAD) 

Pendapatan asli Desa adalah 

pendapatan yang berasal dari Kewe-

nangan Desa berdasarkan ha asl usul 

dan kewenangan skala lokal Desa. 

Yang dimaksud dengan Hasil Usaha 

termasuk juga hasil BUM Desa dan 

Tanah Bengkok. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten-

tang Desa, PAD terdiri dari hasil usa-

ha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain Pendapa-

tan Asli Desa. 

Pendapatan Transfer 

Konsekuansi logis lahirnya kon-

sep otonomi daerah adalah hadirnya 

desentralisasi fiskal. Sistem desentrali-

sasi fiskal yang berlangsung dengan 

melibatkan desa sebagai sasaran distri-

businya melahirkan implikasi pada ke-

bijakan transfer dana dari pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah kepada 

pemerintah desa. Dalam kerangka oto-

nomi desa, segala bentuk urusan pe-

merintahan desa menjadi kewenangan 

desa, termasuk dalam hal pengelolaan 

keuangan desa (Prasetyo & Masdjojo, 

2015). 
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Komponan Pendapatan Transfer 

yang diterima Desa yang dituangkan 

dalam APBDes terdiri dari komponen-

komponen sebagai berikut: 

1) Dana Desa (DD) 

2) Alokasi Dana Desa (ADD) 

3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Re-

tribusi Daerah (DBHPR) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Obyek penelitian adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek 

yang mempunyai kualitas dan karak-

teristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Obyek peneli-

tian adalah 151 desa di Kabupaten 

Semarang  

Jenis data yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah data sekun-

der. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari pihak lain atau sudah 

tersedia dari beberapa sumber. Seperti 

buku ilmiah, majalah dan tulisan-tuli-

san yang relevan dengan penelitian 

ini. Dalam penelitian ini data diper-

oleh dari DPPKAD Kabupaten Sema-

rang, BPS, Badan Pemberdayaan Ma-

syarakat dan Desa Kabupaten Sema-

rang, Bapedda Kabupaten Semarang. 

Sumber data dari masing-masing 

variabel yang digunakan Akses Pasar, 

Akses Kesehatan, Akses Pendidikan, 

Jumlah Penduduk, PAD Pendapatan 

Tranfers, Belanja Pemerintahan, Be-

lanja Pembangunan, Belanja Pemba-

ngunan Kemasyarakatan, Belanja 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Jum-

lah penduduk miskin pada daerah di 

Semarang 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah daerah di Semarang tahun 2016 

sejumlah 152 daerah. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini meng-

gunakan purposive sampling dengan 

kriteria (1) Daerah yang selalu mela-

porkan laporan aktivitas selama peri-

ode 2016 dengan syarat data yang di-

laporkan lengkap sesuai variabel yang 

diingikan peneliti dan sesuai jurnal 

penelitian terdahulu untuk mengetahui 

tingkat kemiskinan desa. 

Sesuai dengan dengan jenis data 

yang diperlukan yaitu data sekunder 

dan teknik sampling yang digunakan, 

maka pengumpulan data didasarkan 

pada teknik dokumentasi data sekun-

der dengan mencatat/menyalin pada 

laporan aktivitas desa 2016. 

Definisi Operasional dan Penguku-

ran Variabel Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan de-

finisi operasional sebagai batasan un-

tuk menyamakan persepsi sehingga 

menghindari perbedaan yang terjadi 

dalam pengertian variabel (Sarwono, 

2006). 

Variabel dependen (terikat) pada 

penelitian ini bersifat kategorik, yaitu 

tingkat kemiskinan pada suatu daerah 

diberi kode 0 jika tingkat kemiskinan 

rendah dan diberi kode 1 tingkat ke-

miskinan tinggi. Sedangkan variabel 

independennya adalah faktor-faktor 

yang diduga berpengaruh dalam ting-

kat kemiskinan suatu daerah 

1) Tingkat Kemiskinan Desa 

Kategori Desa Miskin dibagi 

menjadi tinggi, rendah, dihitung 

dari jumlah penduduk miskin desa 

tersebut menggunakan rumus se-

bagai berikut: 
 

Tabel 1. Tabel Kategori Tingkat 

Kemiskinan Desa (Variabel Y) 

Nama Tinggi = 1 
Rendah = 

0 

Tingkat 

Kemiski

nan Desa 

≥ 40% 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

<40% 

Pendudukn

ya miskin 

 

2) Akses Pasar  

Pengertian Akses pasar merupa-

kan jarak terdekat Desa dengan 

Pasar desa atau dengan pasar yang 

terdekat jika desa tersebut tidak 

memiliki Pasar Desa. Mengguna-

kan satuan kilometer (km). 

3) Akses Kesehatan 

Pengertian akses kesehatan meru-

pakan jarak terdekat desa dengan 
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rumah sakit negeri atau layanan 

kesehatan yang setara. Menggu-

nakan satuan kilometer (km). 

4) Akses Pendidikan 

Pengertian akses pendidikan me-

rupakan jarak terdekat desa de-

ngan tempat pendidikan dasar 

(Sekolah Menengah Pertama) 

yang ada di desa tersebut atau de-

sa lain yang terdekat. 

5) Jumlah Penduduk Desa 

Pengertian Jumlah penduduk desa 

adalah jumlah penduduk di tiap-

tiap Desa sampel di Kabupaten 

Semarang pada tahun 2016.  

6) Pendapatan Asli Desa (PAD) 

Pengertian PAD Adalah Pendapa-

tan Asli Desa yang sah yang di-

terima oleh desa pada tahun 2016 

yang bersumber dari kekayaan 

desa, swadaya dan gotong royong. 

7) Dana Transfer 

Merupakan Dana transfer dari 

pemerintah pusat yang bersumber 

dari Anggaran dan Belanja Ne-

gara (Dana Desa), Dana transfer 

dari Pemerintah Daerah Kabupa-

ten Semarang yang bersumber 

dari APBD (ADD) dan Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah (BH-

PRD) pada Tahun 2016 yang 

diterima masing-masing desa 

sampel di Kabupaten Semarang. 

8) Belanja Pembangunan 

Merupakan Alokasi belanja yang 

meliputi belanja infrastruktur de-

sa, jalan, jembatan, talud, saluran 

irigasi, dll yang tercantum dalam 

APBDes Desa di Kabupaten Se-

marang Tahun 2016  

9) Belanja Pembinaan Kemasyaraka-

tan 

Merupakan Alokasi belanja bi-

dang pembinaan kemasyarakatan 

yang meliputi belanja pembinaan 

lembaga masyarakat, kerukunan 

umat beragama, kesenian dan so-

sial budaya yang tercantum dalam 

APBDes Desa di Kabupaten Se-

marang Tahun 2016  

10) Belanja Pemberdayaan Masyara-

kat 

Merupakan Alokasi belanja bi-

dang pemberdayaan masyarakat 

yang terdiri dari kegiatan pendu-

kung ekonomi, peningkatan kader 

pemberdayaan masyarakat desa, 

bumdes, peningkatan kapasitas 

kelompok penduduk miskin yang 

tercantum dalam APBDes Desa di 

Kabupaten Semarang Tahun 2016  

 Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, ya-

itu pengambilan sampel dengan per-

timbangan tertentu. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Analisis Regresi Logistik 

Regresi Logistik adalah suatu 

metode analisis statistika untuk men-

deskripsikan hubungan antara peubah 

respon (dependent variable) yang me-

miliki dua kategori atau lebih dengan 

satu atau lebih peubah penjelas (inde-

pendent variable) berskala kategori 

atau interval (Hosmer & Lemeshow, 

2000). Regresi Logistik  merupakan 

regresi non-linear, digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara X dan Y 

yang bersifat tidak linear, ketidak-

normalan sebaran Y, keragaman res-

pon tidak konstan yang tidak dapat 

dijelaskan dengan model regresi linear 

biasa (Agresti, 1996) 

Uji Kelayakan Model (Goodness of 

Fit) 

Model yang digunakan harus 

layak atau memenuhi Goodness of Fit 

(GoF). Suatu model dikategorikan me-

menuhi GoF jika terdapat kesesuaian 

antara data yang dimasukkan dalam 

model dengan data yang diamati (Wi-

rasasmita, 2008). Dalam Regresi Lo-

gistik, metode untuk menguji kelayak-

an model biasanya menggunakan Me-

tode Pearson, Deviance dan Hosmer-

Lemeshow. Suatu model dikategori-

kan layak memenuhi GoF jika hasil uji 

Hosmer-Lemeshow bernilai <0,05 

(Ghozali, 2006). 
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Uji Keseluruhan Model secara Si-

multan dengan Uji G 

Uji ini bertujuan untuk menge-

tahui apakah terdapat pengaruh peu-

bah-peubah bebas yang digunakan 

dalam model secara bersama-sama ter-

hadap peubah respon. Uji G pada taraf 

kepercayaan 95 persen. Rumus untuk 

uji G didasarkan pada hipotesis: Ho: 

βi=0; (Hi=sekurang-kurangnya ada 

satu β)_i≠0 (i=1,2,3,…,p). Statistik uji 

G adalah rasio kemungkinan maksi-

mum (likelihood ratio test) yang dide-

finisikan: G = -2ln 
𝐿0

𝐿1
  dimana L0 = 

Likelihood tanpa peubah penjelas 

(model hanya terdiri dari konstanta 

saja), dan L1= Likelihood dengan 

peubah penjelas (model yang terdiri 

dari seluruh peubah). Prinsip dari 

metode maksimum likelihood adalah 

mencari nilai 𝛽𝛽𝑖𝑖 dengan memak-

simumkan fungsi likelihood. Statistik 

G mengikuti sebaran X2 dengan de-

rajat bebas p. Kaidah keputusan yang 

diambil menolak H0 jika Ghitung>X2 

α(p) (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

Bila H0 ditolak, artinya model signifi-

kan pada tingkat signifikansi α. 

Uji Parsial dengan Wald (W)  

Statistik Uji Wald (W) yang 

digunakan untuk menguji parameter 

𝛽𝛽𝑖𝑖 secara parsial (Hosmer & Le-

meshow, 2000) didasarkan hipotesis: 

𝐻𝐻𝐻𝐻: 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 0 lawan 𝐻𝐻𝐻𝐻: 𝛽𝛽𝑖𝑖 
≠ 0 (𝑖𝑖 = 1,2,3, … , 𝑝𝑝) . Statistik uji 

yang digunakan adalah 𝑊𝑖𝑖 = 𝛽 / 

𝑆E(𝛽 ̂ 𝑖𝑖) di mana 𝛽 ̂ merupakan pen-

duga 𝛽𝑖 dan 𝑆E(𝛽 ̂ 𝑖) adalah penduga 

galat baku dari 𝛽𝑖. Statistik W mengi-

kuti sebaran normal baku. Kaidah ke-

putusannya adalah: H0 ditolak jika 

|Whitung |>𝑍𝛼 / 2 . Bila H0 ditolak, 

parameter tersebut sig-nifikan secara 

statistik pada tingkat signifikansi 𝛼𝛼. 

(Sekaran & Bougie, 2016). 

Penafsiran Koefisien 

Menafsirkan koefisien dalam 

model Regresi Logistik dilakukan ber-

dasarkan koefisien Odds ratio (per-

bandingan risiko). Jika suatu peubah 

penjelas mempunyai tanda positif, ma-

ka nilai rasio Odds akan lebih besar 

dari satu, sebaliknya jika tanda koe-

fisiennya negatif maka nilai rasio 

Odds akan lebih kecil dari satu (Rokh-

man & Hassan, 2012). 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEM-

BAHASAN 

Kemiskinan di Kabupaten Sema-

rang 

Kemiskinan merupakan salah 

satu indikator untuk mengetahui ting-

kat keberhasilan pembangunan di su-

atu daerah (Todaro & Smith, 2006). 

Sehingga berbagai macam program 

baik yang bersifat terpusat maupun di 

daerah terus dikembangkan untuk me-

ngatasi permasalahan tersebut. Prosen-

tase kemiskinan di Kabupaten Sema-

rang dari tahun 2010-2015 cenderung 

mengalami penurunan cukup signifi-

kan. Pada tahun 2010 angka kemiski-

nan mempunyai nilai prosentase se-

besar 10,50  persen, sedangkan pada 

tahun 2015 7,89 persen (Bappeda Kab. 

Semarang, 2016). Nilai angka kemis-

kinan di Kabupaten Semarang lebih 

rendah dari angka Provinsi Nasional 

maupun Adanya penurunan prosentase 

sebesar 2,61 persen dalam waktu 5 

tahun. 

Kondisi jumlah keluarga miskin 

di Desa di Kabupaten Semarang tahun 

2015 berdasarkan hasil pemutakhiran 

Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 

2015 Kecamatan Suruh menpunyai 

nilai tertinggi pada individu miskin 

sebesar 22.740 orang, sedangkan nilai 

individu miskin terendah sebesar 

7.556 orang di Kecamatan Ungaran 

Barat. Hal ini berbanding lurus dengan 

jumlah Keluarga Miskin Tertinggi di 

Kecamatan Suruh dan terendah di 

Kecamatan Ungaran Barat. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh posisi pusat peme-

rintah Kab. Semarang yang berada di 

wilayah Kecamatan Ungaran Barat, 

maka menyebabkan tingkat kemiski-
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nan di daerah tersebut relatif rendah. 

Kecamatan Suruh dengan jumlah pen-

duduk yang rata-rata sebagai petani 

memnyebabkan wilayah ini mempu-

nyai tingkat kemisikinan yang tinggi 

baik secara individu maupun keluarga. 

Masyarakat yang berada di wilayah 

dengan tingkat keterbatasan alam 

(letak terpencil, jalan jelek dan biaya 

transportasi tinggi), fungsi dan pera-

nan Struktur Pemerintah yang tidak 

maksimal, tidak ada dan tidak berpe-

rannya serta sulitnya akses pada lem-

baga-lembaga pendukung sebagaima-

na yang seharusnya dapat diharapkan  

juga menjadi faktor daerah tersebut di 

kategorikan miskin (Soesilo et al., 

2007). 

Akses Pasar Desa terhadap tingkat 

kemiskinan Desa  

Kabupaten Semarang dari 152 

sampel yang digunakan dalam pe-

nelitian ini, sebanyak 37 desa memi-

liki pasar desa yang masih berfungsi 

atau digunakan untuk kegiatan jual 

beli baik produk pertanian maupun 

kebutuhan lainnya. Desa lainnya tidak 

mempunyai pasar desa sehingga harus 

menuju desa lain yang terdekat untuk 

melakukan transaksi jual beli. Jarak 

yang ditempuh sekitar 0,5-13 km yang 

paling jauh. Variabel akses pasar tidak 

signifikan berpengaruh negatif terha-

dap tingkat kemiskinan Desa di Ka-

bupaten Semarang. Desa Branjang 

yang berada di Kecamatan Ungaran 

Barat yang berbatasan dengan Kota 

Semarang adalah desa dengan jarak 

akses pasar yang paling jauh yaitu 13 

km, tapi tingkat kemiskinan di desa 

tersebut relatif rendah dari desa lain-

nya. 

Akses pasar tidak menjadi vari-

abel yang menentukan tingkat kemis-

kinan desa karena pasar desa tidak 

berfungsi sebagai tempat utama kegi-

atan ekonomi berlangsung. Fungsinya 

dipakai untuk kegiatan belanja sehari-

hari dalam skala kecil. Hasil produksi 

pertanian biasanya dipasarkan ke pa-

sar induk yang berada di kota/kabupa-

ten lain. Dari hasil Faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya kemiskinan 

antara lain rendahnya tingkat pendidi-

kan, rendahnya derajat kesehatan, ter-

batasnya lapangan kerja dan kondisi 

keterisolasian (Kartasasmita, 1997). 

Akses pasar mempunyai nilai sig wald 

0,724 lebih dari 0,05 sehingga meneri-

ma H0. Artinya Akses Pasar tidak sig-

nifikan membawa pengaruh parsial 

terhadap Tingkat Kemiskinan Desa. 

Arah pengaruh akses pasar terhadap 

tingkat kemiskinan Desa dapat dijelas-

kan bahwa semakin jauh akses pasar 

desa akan mengurangi kemungkinan 

tingkat kemiskinan daerah tersebut 

tinggi. 
 

 

 
Gambar 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Semarang 2016, diolah 
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Akses kesehatan terhadap tingkat 

kemiskinan Desa 

Data Bappeda Kabupaten Sema-

rang, terdapat peningkatan jumlah fa-

silitas kesehatan. Tahun 2010 terdapat 

3 (tiga) unit Rumah Sakit yaitu Rumah 

Sakit Umum Daerah Ungaran, Rumah 

Sakit Umum Daerah Ambarawa dan 

Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah 

Sakit Umum Bina Kasih Ambarawa. 

Rasio Rumah Sakit mengalami pe-

ningkatan dikarenakan ada penamba-

han 1 (satu) Rumah Sakit Swasta yaitu 

Rumah Sakit Ken Saras. Jarak yang 

ditempuh masyarakat desa untuk me-

nuju ke Rumah Sakit rata-rata sejauh 

9,6 km. Selain Rumah Sakit juga ter-

dapat 26 Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) yang lebih dekat dengan 

desa sebagai pertolongan pertama. Se-

lain fasilitas kesehatan yang disedia-

kan oleh pemerintah Kab. Semarang, 

masyarakat dengan jarak yang jauh 

pada akhirnya beralih ke Rumah Sakit 

daerah lain (Kota Salatiga) yang mem-

punyai jarak lebih dekat. Namun de-

mikian menjadi kendala bagi warga 

miskin yang mempunyai Kartu Miskin 

atau Kartu Indonesia Sehat untuk bisa 

dipakai di daerah lain.  

Akses Kesehatan mempunyai 

nilai sig wald 0,026 lebih kecil dari 

0,05 sehingga menolak H0. Artinya 

Akses Kesehatan membawa pengaruh 

parsial terhadap Tingkat Kemiskinan 

Desa. Arah pengaruh Akses Kesehatan 

terhadap tingkat kemiskinan Desa da-

pat dijelaskan bahwa semakin jauh 

akses kesehatan desa akan menaikkan 

kemungkinan tingkat kemiskinan da-

erah tersebut tinggi. Penelitian (Wido-

do, Waridin, & Kodoatie, 2012) bah-

wa pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan (dalam hal ini penyediaan 

akses kesehatan), baik secara langsung 

maupun tidak langsung merupakan ke-

bijakan yang pro poor yang mempu-

nyai dampak negatif terhadap kemis-

kinan. Menurut (Sen, 1985) bahwa 

masalah kemiskinan tidak hanya ma-

salah pendapatan yang lebih rendah 

dari yang lain tetapi terkait dengan ka-

pabilitas oleh seseorang atau daerah 

terhadap masalah akses, termasuk ak-

ses pada pelayanan kesehatan.  

Akses Pendidikan terhadap tingkat 

kemiskinan Desa 

Akses Desa ke SMP yang ter-

dekat bervariasi dari 0 km sampai de-

ngan yang paling jauh 7 km yaitu desa 

Kadirejo, Desa Kalikayen dan Desa 

Tempuran. 0 Km artinya Desa tersebut 

memiliki SMP baik negeri ataupun 

swasta. Dari 152 sampel sebanyak 62 

desa memiliki SMP di desa tersebut. 

Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 90 

Desa warganya harus menuju Desa la-

in dengan jarak yang bervariasi namun 

masih bisa terjangkau. Rasio keterse-

diaan SMP/MTs dengan penduduk 

usia 13-15 tahun mencapai 0,3 pada 

tahun 2015, namun kebutuhan 45.776 

penduduk usia 13-15 untuk bersekolah 

bisa terlayani, dengan jumlah rom-

bongan belajar sebanyak 1.426 rom-

bongan belajar. Sehingga rasio antara 

jumlah penduduk usia 13-15 tahun 

dan rombongan belajar tersedia adalah 

1: 32, yang artinya bahwa 1 rombong-

an belajar bisa menampung 32 siswa 

sehingga sudah memenuhi SPM (Ba-

ppeda Kab. Semarang, 2016).  

Akses pendidikan menengah 

pertama (SMP) tidak berpengaruh pa-

da tingkat kemiskinan. Terbatasnya 

akses-akses pendidikan bagi masyara-

kat miskin di Kabupaten Semarang 

telah meningkat ke jenjang yang lebih 

tinggi di Tingkat pendidikan di atas-

nya. Karakteristik penduduk miskin 

menurut komunitas, wilayah, rumah 

tangga dan individu. Pada faktor ko-

munitas, infrastruktur merupakan de-

terminan utama kemiskinan. Keadaan 

infrastruktur sangat erat kaitannya de-

ngan tingkat kesejahteraan suatu wi-

layah (World Bank, 2002). 
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Pengaruh Jumlah Penduduk de-

ngan tingkat kemiskinan Desa 

Jumlah penduduk terbukti ber-

pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan desa di Kabupaten Sema-

rang. Kenaikan jumlah penduduk me-

ngurangi kemungkinan tingkat kemis-

kinan desa tinggi. Hal ini sejalan de-

ngan hasil penelitian (Mustikawati, 

2016), menunjukkan bahwa variabel 

jumlah penduduk berpengaruh signifi-

kan terhadap kemiskinan di Indonesia.  

Dari sisi sumberdaya manusia, 

penduduk Kabupaten Semarang me-

ngalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pada Tahun 2014 penduduk kabupaten 

Semarang berjumlah 955.481 pada 

tahun 2015 sebesar 961.421 jiwa dan 

pada akhir tahun 2016 mencapai 

1.055.677 jiwa dengan penduduk ter-

banyak ada pada kecamatan Ungaran 

Barat sebesar 77.234 jiwa. Sedangkan 

Desa yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar adalah Desa Leyangan di Ke-

camatan Ungaran Timur yaitu sebesar 

10.851 jiwa pada tahun 2016. Namun 

di sisi lain Desa Leyangan memiliki 

prosentase kemiskinan yang paling 

rendah. Karena letaknya yang dekat 

dengan ibukota kabupaten se-hingga 

akses baik pendidikan, kese-hatan dan 

ekonomi lebih mudah didapat. Karak-

teristik desanya pun sudah mirip de-

ngan kota, sebagian besar penduduk-

nya memiliki mata pencaharian di bi-

dang industri, hanya sebagian kecil 

yang menjadi petani. itu juga yang ter-

jadi di sebagian besar desa yang ber-

penduduk besar, misalnya Bedono, 

Bergas Kidul, Gondoriyo, Kalisidi, 

Klepu dan Randu-gunting. Analisa 

menunjukkan hubungan negatif antara 

kemiskinan dan jumlah penduduk. 

Pengaruh Pendapatan Asli Desa de-

ngan tingkat kemiskinan Desa 

Laporan Realisasi Anggaran De-

sa di Kabupaten Semarang yang digu-

nakan sebagai sampel, ada 4 desa yang 

tidak memiliki PAD atau PAD sama 

dengan nol. Yaitu Bedono, Desa Ge-

dangan, Desa Nyamat dan Desa Udan 

Uwuh. Sedangkan Desa dengan PAD 

tertinggi yaitu Desa Watu Agung Ke-

camatan Tuntang dengan PAD sebesar 

Rp 797.022.000,-. Variabel PAD ber-

pengaruh negatif dengan nilai odds 

ratio sebesar -5,27e-10 dan nilai sig-

nifikansi sebesar 0,088 (<0,1). Hasil 

analisa menunjukkan bahwa kenaikan 

1 rupiah PAD memiliki kemungkinan 

menurunkan peluang desa dengan ke-

miskinan tinggi sebesar -5,27e-10. Va-

riabel ini berpengaruh signifikan ter-

hadap tingkat kemiskinan desa. 

Pendapatan Asli Desa terbukti 

memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan. Menunjukkan bahwa pen-

dapatan desa penting bagi kemandiri-

an desa. Semakin tinggi PAD yang di-

hasilkan suatu desa semakin tinggi pu-

la kemandirian desa tersebut. Artinya 

bahwa kemungkinan desa ting-kat ke-

miskinan rendah. Pendapatan Asli De-

sa berpengaruh secara signifikan ter-

hadap tingkat kemiskinan di Kabupa-

ten/Kota di Provinsi Sumatra Barat 

(Jolianis, 2016). Artinya bahwa apabi-

la PAD mengalami peningkatan akan 

mampu mengurangi jumlah penduduk 

miskin karena sebagian PAD yang di-

terima digunakan untuk mendukung 

program-program pengentasan kemis-

kinan. Tingkat kemiskinan dipengaru-

hi oleh tingkat pendapatan rata-rata 

daerah tersebut. Semakin tinggi ting-

kat pendapatan diharapkan kemiskinan 

desa turun (Todaro & Smith, 2006).  

Pengaruh Pendapatan Transfer de-

ngan tingkat kemiskinan Desa 

Variabel pendapatan transfer 

berpengaruh positif dengan nilai odds 

ratio sebesar 1,23e-10 dan nilai sig-

nifikansi sebesar 0,498 (>0,05). Hasil 

analisa menunjukkan bahwa kenaikan 

1 rupiah pendapatan transfer memiliki 

kemungkinan menaikan peluang desa 

dengan kemiskinan sebesar 1,23e-10. 

Namun variabel ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiski-

nan desa. 
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Tabel 1. Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010- 2016 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Jumlah 

Penduduk 
933.764 938.802 944.277 945.815 955.481 961.421 1.005.677 

2 
Kepala 

Keluarga 
272.243 283.303 287.306 291.008 299.405 307.338 325.168 

3 

Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

- Laki-Laki 

- Perempuan 

 

 

 

459.771 

473.993 

 

 

 

462.592 

476.210 

 

 

 

465.467 

478.810 

 

 

 

468.328 

481.810 

 

 

 

471.071 

484.410 

 

 

 

473.925 

487.496 

 

 

 

503.539 

502.138 

4 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

983 988 994 1.000 1.006 1.012 1.058 

5 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

0.57 0.54 0.58 0.59 0.60 0.60 0.63 

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang 2016, diolah 

 

Pendapatan Transfer atau alo-

kasi anggaran dari pemerintah kepada 

pemerintah desa terbukti tidak berpe-

ngaruh terhadap tingkat kemiskinan 

desa (Azwardi & Sukanto, 2014). Ke-

bijakan pemerintah melalui alokasi 

anggaran/ pengeluaran yang bersifat 

pro rakyat dilakukan untuk mening-

katkan kesejahteraan rakyat dan pe-

ngentasan kemiskinan (Bappenas, 

2013). Dalam nawacita butir ketiga 

program yang dicanangkan oleh Pre-

siden Joko Widodo juga menyebutkan 

membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara 

kesatuan. Namun karena waktu yang 

masih relatif pendek menyebabkan 

program ini belum cukup mampu me-

ngatasi masalah kemiskinan yang sa-

ngat komplek. 

Pengaruh Belanja Pembangunan 

Desa dengan tingkat kemiskinan 

Desa 

Belanja Pembangunan Desa ada-

lah belanja yang digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur atau fisik. 

Berupa pembangunan jalan desa, talut, 

jembatan, gedung fasilitas umum dan 

sejenisnya. Menurut Laporan Realisasi 

Anggaran Desa di Kabupaten Sema-

rang desa yang memiliki Belanja Pem-

bangunan Desa terendah yaitu Tenga-

ran sebesar Rp 139.888.000, sedang-

kan desa dengan alokasi belanja 

pembangunan desa tertinggi yaitu De-

sa Kedungringin sebesar Rp 

1.304.651.600 (Bapermasdes Kab. Se-

marang, 2016). Variabel Belanja Pem-

bangunan berpengaruh positif dengan 

nilai odds ratio sebesar 1.15e-09 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 

(<0,05). Hasil analisa menunjukkan 

bahwa kenaikan 1 rupiah Belanja 

Pembangunan memiliki kemungkinan 

menaikkan peluang desa dengan ke-

miskinan tinggi sebesar 1.15e-09.  

Alokasi belanja Pembangunan 

desa mempunyai pengaruh yang sig-

nifikan terhadap kemiskinan desa. A-

lokasi belanja pembangunan menitik-

beratkan pembangunan dibidang infra-

struktur desa. Pembangunan, pemanfa-

atan dan pemeliharaan infrastruktur, 

lingkungan desa, kesehatan dan sarana 

pendidikan, (Sari & Abdullah, 2017). 

Pembangunan infrastruktur desa dida-

nai dari alokasi belanja pembangunan. 

Desa bisa lebih leluasa untuk meng-

embangkan infrastruktur desa sesuai 

dengan kebutuhannya dengan adanya 

desentralisasi fiskal/otonomi desa. De-

sa dengan kemiskinan tinggi akan me-

nganggarkan alokasi belanja pemba-

ngunan yang besar untuk memperbaiki 

infrastrutur desa dibandingkan desa 
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dengan tingkat kesejahteraan yang le-

bih baik. 

Pengaruh Belanja Pembinaan Ke-

masyarakatan dengan tingkat ke-

miskinan Desa 

Terdapat 3 desa yang tidak me-

ngalokasikan anggaran untuk kegiatan 

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan 

yaitu Desa Pasekan, Desa Brongkol 

dan Desa Bajelan. Sedangkan Desa 

dengan Alokasi belanja Pembinaan 

Kemasyarakatan tertinggi yaitu Desa 

Genting sebesar Rp 374.212.835.,-  

Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa Alokasi Belanja bidang Pem-

binaan Kemasyarakat tidak berpenga-

ruh secara signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan desa. Variabel Belanja 

Pembinaan Kemasyarakatan berpe-

ngaruh positif dengan nilai odds ratio 

sebesar 6.94e-10 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,135 (>0,05). Hasil analisa 

menunjukkan bahwa kenaikan 1 ru-

piah Belanja Pembinaan Kemasyara-

katan memiliki kemungkinan menaik-

kan peluang desa dengan kemiskinan 

tinggi sebesar 6.94e-10.  

Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa Alokasi Belanja bidang Pem-

binaan Kemasyarakat tidak signifikan 

mempengaruhi probabilitas tingkat 

kemiskinan desa. Kegiatan-kegiatan 

yang dibiayai oleh alokasi anggaran 

ini lebih banyak diperuntukkan untuk 

honor-honor tenaga teknis, bukan un-

tuk kegiatan yang dilakukan untuk 

pengentasan kemiskinan. Belanja ho-

nor-honor tersebut seharusnya ada da-

lam alokasi belanja lain. Yaitu di da-

lam Belanja pemerintahan desa yang 

memang menampung kegiatan belanja 

pegawai dan perangkat desa. 

Pengaruh Belanja Pemberdayaan 

Masyarakat dengan tingkat kemis-

kinan Desa 

Desa yang tidak mengalokasikan 

anggaran untuk kegiatan Belanja Pem-

berdayaan Masyarakat adalah Desa 

Bantal, sedangkan Desa dengan Alo-

kasi Belanja Pemberdayaan Masyara-

kat tertinggi yaitu Desa Jembrak Ke-

camatan sebesar Rp 349.765.500,-. 

Variabel Belanja Pemberdayaan Ma-

syarakat berpengaruh positif dengan 

nilai odds ratio sebesar 1.49e-09 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,002 

(<0,05). Hasil analisa menunjukkan 

bahwa kenaikan 1 rupiah Belanja 

Pemberdayaan Masyarakat memiliki 

kemungkinan menaikkan peluang desa 

dengan kemiskinan tinggi sebesar 

1.49e-09. Variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiski-

nan desa. 

Alokasi belanja pemberdayaan 

masyarakat meliputi belanja pada pe-

ningkatan sumberdaya manusia, pem-

berian bantuan langsung seperti re-

novasi rumah tidak layak huni, pem-

buatan jamban rumah tangga miskin, 

penyelenggaraan promosi kesehatan, 

gerakan hidup sehat dan bersih. Dari 

penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

alokasi anggaran belanja Pemberdaya-

an Masyarakat dapat sampai pada 

penduduk miskin. Program-program 

pengentasan kemiskinan yang dica-

nangkan oleh pemerintah desa di Ka-

bupaten Semarang dibiayai dari alo-

kasi anggaran ini. Tidak heran jika de-

sa dengan kemiskinan tinggi meng-

anggarkan anggaran yang besar di 

belanja ini. Sehingga dengan adanya 

alokasi belanja Pemberdayaan Masya-

rakat yang tinggi tentunya mendukung 

terhadap keberhasilan program pe-

ngentasan kemiskinan. 

 

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN 

BATASAN 

Alokasi Dana Desa berdampak 

pada beberapa faktor yang berkaitan 

dengan tingkat kemiskinan desa yaitu 

akses kesehatan. Pertambahan jumlah 

penduduk secara negatif mempenga-

ruhi tingkat kemiskinan. Pada keadaan 

di lapangan bawah penggunaan dana 

desa masih di digunakan untuk mem-

bangun infrastruktur desa. Sedangkan 

alokasi anggaran dibidang pemberda-
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yaan masyarakat terbukti berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan desa. Ke-

giatan kegiatan yang dibiayai alokasi 

anggaran ini seperti bedah rumah, bea-

siswa bagi anak dari keluarga miskian, 

pembiayaan BPJS bagi warga miskin 

telah dialokasikan oleh desa di Kabu-

paten Semarang. 

Perlunya menambah tempat pe-

layanan kesehatan setara Rumah sakit 

secara merata di wilayah Kabupaten. 

Adanya perencanaan anggaran untuk 

membiayai pembangunan di desa yang 

lebih baik. Pelatihan budgeting bagi 

perangkat desa agar pembangunan de-

sa lebih terarah dan terintegrasi de-

ngan pemerintah daerah maupun pe-

merintah pusat. Sehingga dana desa 

yang diberikan dapat dioptimalkan ba-

gi pembanguan desa dan kesejahte-

raan warga desa. 
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